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PEDOMAN TRANSLITERASI

Tranliterasi adalah pengalihan huruf dari abjad lainnya. Yang dimaksud
dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf
Arab dengan huruf-huruf lain serta segala perangkatnya.

Ada beberapa system trabsliterasi Arab-Latinyang selama ini digunakan
dalam lingkup akademik, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun,
dengan sejumlah pertimbangan prakktis dari akademik, tim penyusun pedoman ini

__y- .
mengadopsi “Pedomana Tra si ArabsEatm” yang merupakan hasil keputusan

/ b % * A} )
bersama (SKB) Me7 a dan Mentri’
<

\didikan dan Kebudayaan R.I.,
[ -. 2,
masing-masing Norﬁ‘(ﬁr 58 Tahun 1987 dan No. 0543 b(u/1987.

A. Konsonan % (
Huruf-huruf ba}u rab ‘anE erasikan kedalam huruf latin sebagai

berikut:

viii



B. Konsonan Rangkap
Konsonan Rangkap (tasydid) ditulis rangkap
Contoh :

4484 = muqaddimah

5530 48 0l = gl-madinah al-munawwarah

C. Vokal
1) Vokal Tunggal

fathah \ ditulis a contohi;3

Kasrah . -9 ditulis 1 contoh (’"3

2 A
contoh &S

dammah

2) Vokal Rang

Vocal Rang\

N
(s (fathah dan yg) ditulis' 14\<
D ———— 7/

Vocal Rangkap 3=

Contoh &)

1tulis “au”

Contoh : J% = haul 1 aula

3) Vokal Panjang (madda

(fathah) ditulis & contoh: L= gama

STIBAMAKASSAR”

uium

Cdan S

D. Ta’Marbitah
Ta’Marbiitahyang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/
Contoh : i jﬂ] & Makkah al-Mukarramah

L Y1 i %y al-Syari’ah al-Islamiyyah

pd



Ta’marbitahyang hidup, transliterasinya /t/

Lo S Y i &8 = al-hukiamatul- islamiyyah
3 I }i‘ 4a 3" = gl-sunnatul-mutawatirah
E. Hamzah

Huruf Hamzah ( ¢) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh

tanda apostrof ( )

Contoh : R = Iman, b‘lﬂgan ‘Tman
2 \
w M 2 > . -
i Y M'/i -\ﬁ‘; ittih l-q‘rz%zh, bukan ‘tthad al- ‘ummah
}r? 3 / -~ NP

~ 2 P2 <
F. Lafzu’ al-Jalalati=:"

\ — Vv
(kata 4 )Iyang berrentuk fas aoéina ditransliterasi tanpa
L\ L TN\
2
. —,—,—

1s : ‘Abdullah, bukan Abd Allah

Lafzu’ al-

hamzah.

Contoh : & de

0

& s is : Jarullah.

G. Kata Sandang “al-“.

1) Kata sandang “al-“ tetap dituis “al-*, baik pada kata Sang dimulai dengan
SLIBA.MAKASSAR

Contoh : AN g~ i = al-amakin al-muqaddasah
el i L = al-siyasah al-syar’iyyah

2) Huruf “a” pada kata sandang “al-* tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun

merupakan nama diri.
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Contoh : 5 L = al-Mawardt

‘:’i{‘ = al-Azhar

AP = al-Manstrah

3) Kata sandang “al” di awal kalimat ditulis dengan huruf kapital, adapun di

tengah kalimat maka menggunakan huruf kecil.

Contoh : Al-Afgan' adalah seorang tokoh pembaharu
Saya Ybaca Alguran al kartm
5‘5 )A
“ (‘

~p
Singkatan SP - N
i ! \

Saw. \ sallallahu ‘alaihi wa sallam ™, </\;
Ve IR X

Swt. N bha ala -

ra. = radiy u ‘anhu

as. = ‘alai salam

0.S. = Alquran Surah

S‘FIBNIMAKAS SAR

= Undang-Undang
M. = Masehi

H. = Hijriah



t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penertbit
Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman

\ g
-&\k\ ¢ >
NPy o G
15307 N
&

~2 2

MQA Y
o\
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ABSTRAK

Nama : Khaerul Amin

Nim/Nimko :161011062/8581416062

Judul Skripsi : Praktik Menimbun Bahan Bakar Bersubsidi Bensin
(Ihtikar)Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di
Wilayah Hukum Polres Gowa)

Skripsi ini adalah hasil penelitian kualitatif, Penelitian dalam skripsi ini
bertujuan untuk mengetahui dan memahami bagaimana “Praktik Menimbun
Bahan Bakar Bersubsidi Bensin (Ihtikar) Dalam Perspektif Hukum Islam
(Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polres Gowa).”Permasalahan yang penulis
angkat dalam penelitian ini yaitu; Pertama, bagaimana praktik menimbun bahan
bakar bersubsidi bensin pada wilayah hukum polres gowa. Kedua,Bagaimana
pandangan hukum Islam t hadap prakt nimbun bahan bakar bersubsidi
bensin. Ketiga, Bagaima “Reb nﬁgrilaku menimbun bahan bakar
bersubsidi bensin. ) S

Untuk men jawaban terhadap./permasalah di atas, penulis
menggunakan metbd’e “penelitian  kualitatif defigany, pendekatan  teoritik,dan
menggunakan be tulepenelitian yang dilakukan de %ra penulis langsung ke

lapangan untuk patkan data primer melalui} Q«J:gamatan langsung dan
i

wawancara dengamhnarasumber tm g objek yang di

Hasil pene fitian', dan pe penelitian\ini yaitu: 1)Berawal dari
aktifitas dua pelaku yang melakukanpengangkutan dan pengisian BBM bersubsidi
bensin jenis premium deng erigen yang bekerjasama dengan
pihak karyawan SPBU sete rsubsidi itu di bawa ke salah satu
perumahan hamusa yang penempatan BBM tersebut untuk
kemudian di timbun.2) Iht a hukumnya haram sebab dapat
merusak kestabilan harga d tik ekonomi semacam ini sangat
bertentangan dengan prinsip mengatakan “tidak boleh berbuat
vang berbahaya dan membahayakan orang'lain”. Karena tujuan si pelaku semata-
mata hanya untuk mencari keuntungan pribadi. tanpa memperdulikan orang-orang
di sekitarnya 3) Salah satu faktor penyebab terjadinya praktik penimbunan bahan

idi um ol s wajtey ap d tor internal
dan tor ekste psikologi.

Sedangkan faktor eksternal mehputl faktor ekonoml faktor agama dan faktor
kurangnya pengawasan dari pihak berwenang.

xiii
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial selalu berhubungan dengan orang lain.
Dalam bergaul, berinteraksi, bermusyawarah, bahkan bertentangan sekalipun tidak
lepas dari orang lain. Dalam bergaul dengan orang lain selalu ada timbal balik atau

melibatkan dua belah pihak. Interaksi sosial merupakan ciri khas kehidupan

—y
\
bermasyarakat/sosial. Artm?p%é‘ndupa ébzpmasyarakat akan kelihatan nyata

~_
ngaﬂ orang lain. Contohnya

o

dalam berbagai be g pgaulan seseorang™

keramaian di pasalb

<
(

onstrasi di tengah mas t, dan kegiatan belajar

2
I
rjadi i individu ngukan tindakan sehingga

mengajar di kelas.\

) -
Interaksi sosial

menimbulkan reaksi bagi ind Interaksi sosial tidak hanya berupa

tindakan yang berupa ker a dapat berupa persaingan dan

pertikaian. Dengan demikia i asyarakat adalah merupakan suatu

keharusan yang diterima oleh manusia.'

TI l dalam |, kehid at , be an untuk
r& 3 i makhluk

sosial (zoon politicon), yaitu manusia sebagai makhluk yang tidak dapat berdiri

'Shalah Abdul Qadir Al-Bakriy, AL-Qur’an Dan Pembinaan Insan, (Bandung: PT.
Alma’arif,1983), h. 163.



sendiri dan selalu membutuhkan orang lain dengan tujuan untuk selalu berinteraksi
guna memenuhi segala kebutuhannya.>

Sebagaimana firman Allah swt. dalam surah Al-Hujurat/49:13,

2 e 3 2% g C‘;) y vt ¢ s, _sl7 < 3 % slac 3 e 2 7
R i e 20 &1 &) 15 5a (5 Ut il il 5 80 03 RIS ) T
(\F) D e G

Terjemahnya :
Wahai manusia ! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki danseorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling
mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.
Sungguh, Allah Maha ]‘\3 getahul a Teliti.?
= <
Kehidupan be “merupa an. '31\1nteraks1 sosial yang banyak

~p

menimbulkan bent;\l @nturan atau unsur-unsep” @hatan antara individu
N

dengan individu Q‘t ) kelompok dengan k k lainnya. Hal ini

mengindikasikan b%q € ahatal;n\ ’Qdan salah s gkah laku manusia dan

merupakan gejala norma da kat yang memiliki karakter yang

berbeda. Kejahatan bukanla da pada diri manusia, sebab fitrah

manusia selalu cenderung ke tidak senang kepada semua bentuk
kejahatan.

Ada berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya suatu tindak kejahatan.
S B B S B R
terhadap norma-norma, terutama norma hukum. Di dalam pergaulan manusia,

penyimpangan hukum ini disebut sebagai tindak kejahatan atau pelanggaran. Dan

2C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet : 8, Jakarta: Balai
Pustaka, 1989).h.29.
SKementerian Agama Republik Indonesia. AI-Qur’an dan Terjemahanya, h.517



kejahatan itu sendiri adalah suatu tindakan yang dapat merugikan orang lain,
kejahatan merupakan suatu yang bertentangan dengan norma dan Undang-Undang.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah
kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal pada diri si pelaku yang maksudnya
bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu
timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan
kejiwaan (penyakit jiwa).

Faktor yang kedua adalah faktor ya gjg:rdapat di luar diri pribadi si pelaku,

47-

maksudnya bahwa ya ql'é garuh

A\

pm——

N\ >
iminal merupakan sal é\qtu bentuk dari “perilaku
2

ini di samping adalah sebag nusiaan juga merupakan masalah

sosial , tidak hanya merup: masalah masyarakat tertentu, tetapi juga

menjadi masalah yang dihadapi @leh seluru syarakat di dunia.

STIBA MAKASSAR

4Andi hamzah, hukum Pidana dan Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia.1986),h.
64



Kejahatan dapat berupa tindakan kekerasan yang dilakukan pada diri
seseorang, juga dapat berupa tindakan kejahatan di luar diri seseorang yang
merugikan dan menyengsarakan seseorang ataupun orang banyak seperti tindak
pidana penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi bensin (/Aitikar). Penimbunan
ini terjadi dikalangan masyaarakat karena penyebaran konsumsi bahan bakar
minyak yang tidak merata.

Kelangkaan bahan kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak ataupun gas

sering terjadi di Indonesia, sehingga kondisi, demikian bisa menyebabkan harga
\

N

&ebut

barang-barang yang 1 fmg tinggi. Akibatnya,banyak

\p

pnya karena tidak sanggup

berbagai pihak, terutama pemerint raktik penimbunan sering sekali

dilakukan terhadap barang- g dibutuhkan masyarakat seperti

g yang

bahan pokok yang biasa di konsumsi berupa minyak dan gas. Praktik penimbunan

“STIBAMARASSAR

tinggi barang-barang yang telah lama ditimbun, saat permintaan dari konsumen

sedang tinggi.’

Shttp://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/08/24/182187/bahaya-praktik-
penimbunan-terhadap-perekonomian (diakses 24 Oktober 2019)



http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/08/24/182187/bahaya-praktik-penimbunan-terhadap-perekonomian
http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/08/24/182187/bahaya-praktik-penimbunan-terhadap-perekonomian

Prilaku menyimpang ini seolah telah menjadi hal yang biasa di tengah-
tengah masyarakat, tentunya hal seperti ini harus dikaji dan diteliti bagaimana
pandangan syariat hukum Islam, karena sesuatu yang bertentangan dengan syariat
hukum islam tentu tidak boleh dilakukan, untuk menghindarkan segala hal yang
menyusahkan masyarakat secara luas. Segala hal yang menyusahkan mereka wajib
dicegah.

Kaidah figih _) =¥ ) »=¥ yang artinya tidak boleh melakukan tindakan
membahayakan orang lain dala diri sendiri. j(ermasuk prilaku penimbunan bahan

(Cs o

alam. kegiatan tersebut menimbun
~_

serti yang dilakukan beberapa

olehkan selama tidak memu({ tkan orang banyak. Di sini

para pe(lagan ﬂmn menm@baham bakar seperti saat

langka, maka jelasdiharanikane=c

ditinggalkan, karena ini akan
menyebabkan kesusahan ba am mendapatkan kebutuhan yang
bersifat pokok dan Islam me mpak mudarat bagi orang banyak.’
Berdasarkan paparan an inspirasi kepada penulis untuk
melakukan serangkaian penelitiaan yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya

“STHBAMARKASSAR:

(Ihtikar) Menurut Perspektif Hukum Islam di Wilayah Hukum Polres Gowa.

®Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-masalah yang Praktis, (Cet. 1 ; Jakarta: Kencana Prenada Media group, 2006), h. 68.

"https://muslim.or.id/2247 1 -hukum-menimbun-bensin-bahan-bakar.html (diakses 27
Oktober 2019)



https://muslim.or.id/22471-hukum-menimbun-bensin-bahan-bakar.html

Atas dasar ini, penulis tertarik untuk mengetahui perspektif hukum Islam
mengenai Praktik Menimbun Bahan bakar Bersubsidi bensin (7htikar) Di wilayah
hukum Polres Gowa.

B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian adalah pemusatan konsetrasi terhadap tujuan penelitian

yang akan dilakukan. Fokus penelitian diungkapkan secara eksplisit untuk

CCs o
elalut wawancara langsung dengan

memudahkan peneliti dalam @iti sebelum melakukan observasi. Penelitian ini
\
Y

Ky
dilaksanakan di wilayah/hyku Ires go

7 o
J e - ~p
polres kepolisian te:\ %@asus yang akan diteliti<s mengambil data-data yang
—_N

<4
lainnya bila diang rlu. 3
\ N—
. <
2. Deskripsi %ku I I . (\
- <

Dalam memberikan pemah

ebih jelas serta untuk menghindari
terjadinya suatu kesalahan d sebut, maka peneliti memberikan
definisi mengenai pembahasa beberapa penjelasan yang berkaitan
dengan judul skripsi yakni 1 Bahan Bakar Bersubsudi Bensin
(Ihtikar) Dalam Perspektif Hukum Islam Pada Wilayah Hukum Polres Gowa.”
STIBA“MAKASSAR

Menimbun (/htikar) adalah menaruh sesuatu secara bersusun hingga

menjadikan timbunan, atau menumpuk.® Sedangkan penimbunan berarti

$Kamus Besar Bahasa Indonesia Online https://kbbi.web.id/timbun (Diakses 22 Okotber

2019)


https://kbbi.web.id/timbun

proses, atau cara, perbuatan menimbun atau mengumpulkan barang-
barang.’
b. Bahan bakar subsidi

Bahan Bakar Subsidi adalah bahan bakar minyak yang diberikan kepada
rakyat yang telah mengalami proses subsidi. Pengertian subisidi itu
sendiri adalah bantuan keuangan yang diberikan sebuah badan (dalam hal
ini oleh pemerintah) kepada rakyat atau sebuah bentuk usaha. Tujuanya
adalah untuk mempertahankan d _n/Vmeningkatkan daya beli. Sementara

BE < . 1.
g, mengalami kemunduran subsidi

ar usaha tersebut tetap \pjgdi tumpuan hidup banyak

juga dlperlkﬁ?}%

orang /v
<
C. Hukum I I

Hukum Islam merupakan istilab khas di Indonesm, sebagai terjemahan

dari Al-figh al-Islé onteks tertentu dari as-syariah al-

Islamy. Dalam kha Islam di Indonesia, istilah hukum
Islam dipahami s pan dua kata, hukum dan Islam.
Hukum adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah
mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum disandarkan

kepada kata Islam, jadi dapat dipahami bahwa hukum Islam adalah

peraturan yang dirumuskan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul

9Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,Jakarta: Pusat
bahasa 2008.

Ohttp;//www.fisikal.co.id/berita/fisikal-13/685/pengertian-BBM-subsidi-
adalah#.VG39gFdr-HO (Diakses 23 Okober 2015)



tentang tingkah laku mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban)
yang diakui dan diyakini berlaku mengikat bagi semua pemeluk agama
Islam.!!
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka sub masalah dalam
penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (/Atikar) pada

wilayah hukum polres gowa ?

sin (Ihtikir)?

ST
bakar bersubsidi
K\ }U
—_N

3. Bagaiman ab-sebab munculnya prilaku, menimbun bahan bakar

N
N\
bersubsidi%ﬁ (Ihtikarl I @
- <
\______________ 4

D. Kajian Putaka

Sebelum melakukan i “Praktik Menimbun Bahan Bakar

Bersubsidi Bensin (/htikar) d kum Islam Studi Kasus Di wilayah
Hukum Polres Gowa, pene uku yang berkaitan dan menjadi
pedoman bagi penelitian ini.
STHBAMATCAS S »
Qardhawi. Buku ini mengemukakan tentang halal dan haram yang

berhubungan dengan masalah amaliyah lahiryah dan masalah pekerjaan

khususnya masalah seperti kasus penimbunan atau (Ihtikar) serta buku ini

'"H.Zainuddin, Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia, Cet: 11, (Jakarta:
Sinar Grafika 2008), h.3



juga membahas tentang persoalan-persoalan sederhana yang biasa di
hadapi oleh sebagian masyarakat. Sehingga atas dasar inilah yang
mendorong penulis mengambil buku ini untuk dijadikan sebagai buku
referensi di dalam karyanya.

2. Harta Haram oleh Dr. Erwandi Tarmizi,MA. Buku ini membahas
persoalan-persoalan keseharian dalam muamalat. Menguraikan teransaksi-
teransaksi di berbagai lembaga keuangan, seperti bank, penggadaian, pasar
modal dalam entuk rilaa dan ghara _ggngan berbagai kasus lainnya. Serta

CCs

djﬁaparkan dengan metode ilmiah
~_

'l-ﬁpa,l,il Al-Quran dan sunnah,

serta fatwa-fapwa lembaga fikih nasional éi;}mrnasional, dan diakhiri

3 N—
dengan pé)da jat yang ltat,dengj'n solusi i@@ untuk sebuah transaksi
- <

3. Bidayatul Mujtahid jtashid oleh Ibnu Rusyd. Buku ini

memiliki analisis ya ematis dipadu dengan retorika yang
menawan dan memi dalil yang disajikan kepada setiap
permasalahan yang dibahas. Olehnya itu penulis mengambil buku ini untuk
STIBA"MAKASSAR
4. Halal Haram oleh Dr. Sa’id Abdul Azhim. Buku ini menguraikan berbagai
bentuk bisnis kontemporer beserta hukumnya, mulai dari bisnis asuransi,

pasar asuransi,pasar bursa, perdagangan, kredit ,menabung di bank

konvensional, lelang, dan bentuk-bentuk perjudian yang marak di zaman
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sekarang. Keunggulan buku ini diantaranya dilengkapi dengan fatwa para
ulama berkenaan dengan macam-macam bisnis di atas.

5. Hukum Islam Pengantar lImu Hukum Islam di Indonesia oleh Prof. Dr. H.
Zainuddin Ali, MA. Peneliti mengambil buku ini karena dinilai cocok
dengan judul peneliti yang akan diteliti. Buku ini membahas tentang
hukum Islam ruang lingkup hukum Islam, sumber hukum Islam, asas-asas
hukum Islam, sejarah petumbuhan hukum Islam, dan gambaran umum

tentang kompilasi hukum Islam.

E. Tujuan dan Keguna

\)

1. Tujuan F;?’,
Nl

—_N

Tujuan m an kunci untuk menentukan\ taw. merumuskan apa yang

2
ingin capai, mak\tm' n yan in dicdpai dalam|pehelitian ini adalah untuk
g \) ] g g mipen
- <

mengetahui bagaimana praktilcmenimbun bahan bakar bersubsidi bensin (/Atikar)

menurut perspektif hukum Is ilay ukum polres gowa.
a. Untuk mengetahui an praktik pelaksanaan menimbun

bahan bakar bersubs pada wilayah hukum polres gowa.

b. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan praktik menimbun

STHBAMAICASS AR

c. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik
menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (/htikar) pada wilayah hukum
polres gowa.

2. Kegunaan

1. Kegunaan IImiah
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Dari penelitian ini diharapkan bisa memberi pencerahan dan juga sebagai
bahan pelajaran bagi masyarakat pada wilayah hukum polres gowa secara khusus,
dan juga masyarakat luas secara umum, serta dapat mengambil peran dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan wawasan Islam khususnya pada wacana
praktik menimbun bahan bakar bersubsidi bensin (/Atikar) pada wilayah hukum
polres gowa.

2. Kegunaan Praktis

) : (7’ <
penjelasan tentang implement malah, serta diharapkan penelitian

Sebagai suatu tulisan ﬁg diharapkan dapat memberi informasi dan
N

lam b
‘e \c

. N L % e L
ini dapat memberi rr}i/ﬁ& A dan menjadi referensi se Kaligus sarana praktis bagi para
s
penuntut ilmu dal nambah wawasan keilmuannya, —~

)

%i N L\f‘J ’ 2\\
N

STIBA MAKASSAR



BAB 11
TINJAUAN TEORETIS
A. Ihtikar Menurut Hukum Islam
1. Pengertian Ihtikar
a. Ihtikar Secara Bahasa
Al-Ihtikar berasal dari kata _Ssy — Ss yang berarti aniaya, [htikar juga

bermakna penimbunan,menahan,mengumpulkan,kata-kata /htikar adalah masdar

<

dari fi il madhi, akar kata dari lggm yanggsudah dimasukkan oleh huruf ziyadah
b&hasa adalah istabadda yang

.;
(tambahan) yaitu hangﬁﬁa

-~

artinya bertindak se gr\?égg-wenang,sedangkan Ul gaﬁyah mengatakan

bahwa Thtikar secdra bahasa masdar dari kata hakara-yang maknanya habasa

(menahan). %i N L\’_J . <:\<

1

b. Ihtikar Secara Istilah
Ihtikarsecara istilah a ng pada saat lapang lalu

menimbunnya supaya baran ebut lang pasaran dan harganya menjadi

naik, atau menyimpan barang dagangan untuk menunggu lonjakan harga.?

SRR AR A S S AR

berbeda pendapat:

'Abu Luis Ma“luf, Munjid fi-Lughah wa al-Alam, (Beirut: Dar EI Masyrig, 1986),
Cet,28, h. 146.

*Wahbah Zuhaily, Al-Figh Al-Islam Wa Adillatuhu, (Beirut : Dar El Fikr, 1989), Cet.3,
Jilid IIL, h. 584

12
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a) Menurut Imam Syafi’i dan Hambali, /Atikar adalah menimbun barang yang
telah dibeli pada saat barang bergejolak tinggi untuk menjualnya dengan
harga yang lebih tinggi pada saat dibutuhkan oleh penduduk setempat atau
lainnya.’

b) Yusuf Al-Qardhawi mendefinisikan /htikar dengan menahan barang dari
perputaran di pasar sehingga harganya naik.*

c) As-Sayyid Sabiq dalam Figih As-Sunnah menyatakan [htikar sebagai

A
di masyarakat %ﬂ whargan e.umgkat sehingga manusia akan
\" .
mendapatka 51{@ }tan akibat kelangka dammahalnya harga barang
g \

tersebut.’ 0\

N

d) Fathi Ad-%m 1 (Guru| besar figh di Un ?\\itas Damaskus Suriah)
- <
mendefinisikan Zhtikar.dengan tindakan menyimpan harta, atau jasa, dan

membeli suatu barang da\menyim pannya agar barang tersebut berkurang

enggan menjual ya kepada orang lain yang
mengakibatkan melc pasar secara drastis disebabkan
persediaan barang te rang hilang sama sekali di pasar,

sementara rakyat, negara, sangat membutuhkan jasa tersebut.®

STIBA MAKASSAR

3Al-Malibari, Fathul Mu’in Syarah Qurroh al ain bi Muhammatid Din, 111, h. 24: Tbn
Qudama, Asy Syahrul Kabir, IV, h. 47

*Yusuf Al-Qardhawi, Halal Haram Dalam Islam Surabaya: PT Bina Ilmu, 2000), h. 189.

SAs-sayyid Sabiq, Figh As-Sunnah (Libanon: Dar Al-Fikr,1981), h. 162

®Ali-Hasan, Berbagai macam Transaksidalam Islam (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
2004), h. 152-153.
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e) Menurut Ibnu Qudaimah /htikar adalah komoditas kebutuhan manusia dan
dibeli dari pasar, lalu ditimbun hingga harga melambung dan si penimbun
untung besar.’

f) Menurut Dr. Usamah Abdul Sami’ /Atikar adalah membeli barang melebihi
kebutuhan dengan tujuan menimbunnya, menguasai pasar dan dijual dengan
harga tinggi sekehendaknya pada saat khalayak ramai membutuhkannya.®

2. Objek Menimbun (Ihtikar)

eda pendapat mengenai dua hal yaitu

Dalam masalah ini para ﬁilaha ber

A\

tentang jenis barang, dan/
g] g 0 bata
~p
pada objek yang dltgl%\}l?yaltu G~
a) Ulama yang. ftendifinisikan ihtikar sebagai,penimbunan yang hanya
2
2
terbatas pa%% an makatan pokic (primer).@ ini sesuai dengan sabda
- <
\ /4

Nabi saw. Yaitu:

B
=
o
=
ge
)—U
o
=
o3
=
)
=i
)
on
@
o
a2
1)

Artinya:
Barang siapa yang m pokok kaum muslimin, niscaya
Allah akan menimpakan kepadanya penyakit kusta dan perdagangannya
akan bangkrut.”

SHHB AMAKASS A R

keperluan manusia. Dalil pendapat ini adalah sebagian hadis-hadis yang

"M.faruq Nabahan, System Ekonomi Islam Pilihan Setelah Kegagalan System Kapitalis
Dan Sosialis, Edisi Indonesia, H.Muhadi Zainuddin, UII Press, (Yogjakarta,Cet:3, 2002), h. 158

8Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalatiot Kontemporer, (Bogor:PT. Berkat Mulia
Insani, Cet: 17,2017), h.187

Erwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer,Objek Ihtikar (Bogor:PT.
Berkat Mulia Insani, Cet: 17,2017), h.194
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menjelaskan larangan Thtikar mutlak, tidak disebutkan bahwa objeknya
adalah makanan. Maka apapun jenis barang yang menjadi kebutuhan orang
banyak, haram ditimbun.!®
B. Dasar Hukum Menimbun Bahan Subsidi
Islam tidak melarang pedagang meraup laba sebesar-besarnya dari usaha
niaga yang dilakukan, selagi tidak melanggar hak-hak Allah dan tidak merugikan

orang lain, baik individu maupun khalayak ramai.'!

6._2 >

h untu i.kgmsebagai objek perdagangan.

untuk memilikinya, makashal
‘e \‘/ P

Hukum Islam mengajarkan barang Bgvsaja yang dihalalkan oleh Allah
\
N
&
\ / -~
Demikian pula segail%%?p yang diharamkan u
S ¥
—_N

-;\anmilikinya, maka haram
pula untuk memp angkannya. Namun terdapat Keétentuan-ketentuan hukum
3 —=
Islam yang meny% ada dasirnya barang terseby g\al, akan tetapi karena

&~

2
sikap dan perbuatan para pelaku atatu pedagang bertentangan dengan syara’, maka

barang tersebut menjadi hara raktik menimbun bahan bakar

bersubsidi (/htikar) yang ba para pedagang sehingga dapat

merugikan masyarakat.
Para ahli figth menghukumkan menimbun (Zhtikar) sebagai perbuatan

S BA-MAIASSATR

Qur’an dan As-Sunnah. Dalil yang menunjukkan tentang larangan menimbun

(Ihtikar) adalah Hadits yang diriwayatkan Imam muslim :

YErwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer,Objek Ihtikar (Bogor:PT.
Berkat Mulia Insani, Cet: 17,2017), h.194

UErwandi Tarmizi, Harta Haram Muamalat Kontemporer, AbdullahAl Mushlih dan
shalah As sawi , Hukum Ihtikar (Bogor:PT. Berkat Mulia Insani, Cet: 17,2017), h.187
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Artinya:
Tidaklah seorang penimbun kecuali dia berdosa.’?

Dalam hadits lain Rasulullah saw. Bersabda:
e L (,fu-b .J.A\To\i) LA 4&}‘)\ 25;’) jd‘u-‘&j muﬁ u’)-*-’)i f\xjas‘ ngb-\u.ﬂ

Artinya:

Barang siapa yang menimbun bahan makanan selama empat puluh malam,
maka sungguh Allah tidak lagi perlu lagi padanya.’?

Sedangkan ayat-ayﬁ‘t:{\x)ur’an
NPy

ang mendukung larangan dalam Ihtikar

2
OO TR L5 A 6oyl
*L‘iﬁg‘il:‘r%vé* o e e b g e

\ /4
(Y2)os33
Terjemahnya:
Dan orang-orang yan; emas dan perak dan tidak
menafkahkannya pad an Allah i beritahukanlah kepada mereka

(bahwa mereka akan dapat) siksa yang pedih.Pada hari dipanaskan

emas perak itu dalam neraka jahannam, lalu dibakar dengannya dahi

mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan kepada mereka):

“inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka
éaﬂ

SEHAMARASTAR
Maksud ayat di atas menjelaskan tentang ancaman yang disebabkan

uang/harta yang ditimbun, yang seharusnya dijadikan sebagai sarana kehidupan

2Muslim Ibn Hajjaj, Shahih Muslim (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Arabi, 1978, Jilid 5,
h. 56

3Hadits Riwayat Ahmad, Kitab Al-Fath ar-Rabbani li Tartibi Musnad al-imama Ahmad,
Jilid XV, h. 62

“Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-qur’an dan terjemahnya h.192
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manusia dalam rangka memenuhi kebutuhannya dan menyimpannya tanpa ada
perputaran, demikian juga halnya dengan kasus penimbunan bahan bakar yang

terjadi ditengah-tengah masyarakat.

Dalam ayat yang lain Allah swt. Berfirman dalam Q.S Al-Hasyr/59:7,

2
®

o2 3T (oSelly 2Ty AT (oily 52005 ol (AT T 2 Ly o T 4T
V&

~

2

=z -

18575 1,350 4% 282 g 4,088 0,0l 1< Tag 28 L3N o 13
—

NE
p=¥
e

©

iy

A\
&

I

(V)oliall Joas &7 &

- B £

Alah kepada Rasul-Nya
otd-kota maka adalah

diberikan Rasul kepadamu, maka'terimalah. Dan apa yang dilarangnya
bagimu, maka tingga walah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah nnya.

Dari ayat di atas me bahwa setiap orang harus
bertakwa dalam setiap aktifit: ya setiap pekerjaan yang dimiliki
seseorang mendapatkan keridhaan Allah swt. Begitupun halnya dengan lhtikar

yangﬂglvhlsgj&hmr d atl%l;/g’li&ﬁllah Swit.

Allah swt. berfirman Dalam Q.S al-Maida

ST el e Vs Q8T 5 XT3 AT G

" é’ i 5% 1 2. 5 5}&/’/ //g"/""< 7",// </E.~f':"/’~ PR w ‘/ 5, % 1 A as
iju\..,o OF 038 IGEGE (SGa % V3 lgsllalole s 130 130353 185 o 1 Jas Osai
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~

AT e Lot s Tosidly o1 e Thawss Tpdas of i M\u;

Terjemahnya:
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar
Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan
(mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id,
dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah
sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila
kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan
janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka
menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat
aniaya (kepada mereka), Dan tolong-menolonglah kamu dalam
(mengerjakan) kebgrkﬁ& n takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

berbuat dosa dan n. Da akwalah kamu kepada Allah,
sesungguhnya) Allahjditiat berat siksa- x> .
< N
~2
—_

Maksud a X Phtas ialah larangan untuk berbuat aniaya terhadap sesama

2
2
makhluk, dan hent\&,lé’u seseorai g saling tolong-me &g dalam kebaikan dan
- <

jangan tolong-menolong dala a halnya dengan perilaku

menimbun (/htikar) , karena aniaya yang mengakibatkan

masyarakat merasakan kesus wwhi kebutuhannya.

Dalam Ayat yang lai . Be an Q.S An-Nisa/4:29,
Bl Ny 1K o pif e 55 00 o Ty ety K SISTE ¥ i 0
STIBA MAKASSAR@ -
Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

5K ementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.142
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membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.’¢

Dan juga di ayat yang lain Allah swt. Berfirman dalam Q.S An-
Nisa/4:30,

-

(V)i AT o S5 0165 10,6 wliad D3 b 160508 S5 ks 55

Terjemahnya:
Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya,
maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian
itu adalah mudah bagi Allah.!”

'%%‘
as,
7

N ~
antara lain tentang pq'ﬂ'g éuk saling tolong-
~2 P

Berdasarkan dali

<4

N
larangan untuk salinghenganiaya kepada sesama m &termasuk dalam hal
3 N\

. . . 2 =
perniagaan yaitu s\ \Pemmbulan baraEF. . \

1. Syarat - syarat dikataka kar)

Berdasarkan hukum akan diatas, maka para fuqaha

mengemukakan tiga syarat d Ihtikar.

a. Barang-barang yan disimpan merupakan hasil dari

pembelian, jika seseorang menawarkan barang dan menjualnya dengan
STIBA"MARASSAR ™™
lalu si pembeli tadi menyimpannya, maka orang tersebut tidak

dikategorikan penimbun.

O3l Sambiy G35 LI

16K ementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h.107-108
7Kementerian Agama Republik Indonesia, AI-Qur’an dan Terjemahnya, h.108
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Artinya:
Orang-orang yang menawarkan barang dan menjualnya dengan harga
murah diberi rezeki, sedangkan penimbun diberi laknat!®
b. Barang-barang yang ditimbun atau disimpan itu berupa makanan pokok.
c. Penimbunan barang dagangan itu menyulitkan masyarakat. Diantara yang
mengindikasikan hal itu adalah apabila di dalam suatu kota hanya terdapat
satu orang muhtakir(memonopoli penguasaan barang dagangan), disamping

itu juga penimbunan dilakukan pada masa krisis."

Dari ketiga syarat di atas dapat disi ‘pj;lkan bahwa penimbunan barang itu
\

elian saja (Barang-barang yang
~_

pBagksi sendiri atau barang-

hanya berlaku terhadap

e

dibeli). Dengan den}!éa nimbunan barang ha
S ¢

S
barang hasil harta a\ sendiri tidak termasuk penim\

Y <
2. Pendapat Ul%as engenai |htikar I @
- <

Para ulama berbeda pendapatientang hukum /htikar.Diantara perbedaan

nan.

hukum Zhtikar tersebut adala

a. Menurut Imam An- g diharamkan adalah penimbunan
makanan pokok terte inya pada saat harga mahal untuk
dijualnya kembali, dan tidak = menjualnya pada saat itu juga, namun

STHBAWAKASS AR

makanan pokok saja. Adapun apabila ia mendatangkan bahan makanan

8 Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazhwaini, Sunan Ibnu Majah, (Beirut: Dar
El-Fikr, 1995), h. 678.

9Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol.
VII, No 2: 320-330. April 2016. ISSN: 1978-4767

20Qyaikh Salim bin ‘led-al-Hilali, Mausuuh’ah Al-Manaahisy Syar’iyyah Fii Shahiihis
Sunnah An-Nabawiyyah, (Daar Ibnu Affan, 1999), Edisi Indonesia, Ensiklopedi Larangan Menururt
Al-Quran Dan As-Sunnah,( Surabaya, Pustaka Imam Syafi’i, 2006), Cet. Ke-2, jilid 2, hal. 216
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pokok itu dari kampungnya atau membelinya pada saat harga murah lalu
menyimpannya atau membelinya karena kebutuhannya kepada bahan
makanan ataupun membelinya untuk dijual kembali pada saat itu juga, maka
hal tersebut bukan termasuk /Atikar dan tidak diharamkan. Ini dikarenakan
dampaknya tidak mendatangkan kemudharatan kepada orang ramai dan
tidak ada unsur penganiayaan. Jadi intinya tujuan penimbunan yang

diharamkan adalah yang menyebabakan kesulitan masyarakat untuk

ot

mendapatkan kebutuha asyarak ‘/pahan makanan pokok).

(°’>
memmbun saat harga melambung,
\‘/ .

\f;,ketika barang tersebut

A

dibutuhka -\) rangan menimbun berlaku kh s-inakanan pokok, seperti

jagung, I%m beras, Ean aglng Tldq(mua makanan haram

ditimbun,hanya makanan_pokoK saja_yang haram ditimbun. Alasannya

b. Menurut Wahbaly Lgl’h tikar a

*e

kemudian rr/érg }ya dengan harga

karena jika menimb rang makanan maka tidak akan
mendatangkan penga if. menyimpan makanan pokok yang
melebihi kebutuhan d arganya selama setahun hukumnya
tidak makruh, namun lebih baik diperjual belikan. Dan jika sesorang
STIBA"MARASSAR™ *
menyimpannya untuk dijual pada saat harga barang mahal, maka tindakan

tersebut tidaklah haram karena termasuk kegiatan mencari keuntungan.?

2l'Wahbah Zuhaili, Al-Fighu Asy-Syafi’i Al-Muyassar, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi
Indonesia Figih Imam Syafi’i, (Jakarta, Almahira, 2010), Cet. Ke-1, h. 642

22Wahbah Zuhaili, 4l-Fiqghu Asy-Syafi’i Al-Muyassar, (Beirut, Darul El Fikr) Edisi
Indonesia Figih Imam Syafi’i, (Jakarta, Almahira, 2010), Cet. Ke-1, h. 643



22

c. Menurut Abdul Aziz Muhammad Azzam barang yang haram untuk
ditimbun cuman bahan makanan pokok saja, Selain dari itu tidak ada
pelarangan penimbunan. Pelarangan tersebut dikarenakan mempersulit
keadaan orang lain dengan cara memaksa masyarakat memenuhi kebutuhan
harian mereka dengan harga yang tinggi. Menurut beliau ada dua syarat
Ihtikar yang diharamkan :

a) Barang yang dijual merupakan kebutuhan pokok yang mendesak orang

banyak, maka setiap barang, yang tidak mendesak dan jarang

¢ 2_9

o
diperluakan tidak

b) Jika bem.éic?ﬁ

dimak bmbeh sedikit demi sedikit ian diminta oleh orang

kampus\,sa r dlseraltan kepaianya mak@ﬂak ada masalah, sebab

hal ini tidak memudhazatl pg lain dan tidak ada alasan untuk

membeli dengan harg \pazhari itu, namun jika yang

menghalanginya.

3. Perbedaan lhtikar dan
Menimbun (lhtikar) han sebagai monopoli, ini
dikarenakan Ihtikar dan monopoli memiliki beberapa persamaan dan perbedaan.
ST MAA S A A R
menimbun barang dagangan sehingga langka dipasaran dan menjualnya dengan

harga yang berlipat ganda keuntungannya. Sedangkan monopoli ialah satu-

BAbdul Aziz Muhammad Azzam, Figh Muamalah System Transaksi Dalam Islam,
Jakarta, Amzah, 2010, h. 82
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satunya penjual dipasaran tanpa ada pesaing. Menurut Frank Fisher monopoli

adalah kemampuan bertindak dalam menetukan harga dengan caranya sendiri.>*

Ihtikar dan monopoli mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan

.Adapun persamaan antara [htikar dan monopoli adalah sebagai berikut :

1.

2.

3.

Ihtikar dan Monopoli sama-sama memiliki unsur kepentingan sepihak
dalam mempermainkan harga.
Ihtikar dan Monopoli memiliki hak opsi dalam menawarkan barang-barang

kepasaran ataupun tidab r‘enawark nnya.
= }\\‘ 1.
¥

Thtikar dan Monopol

7

)
kerugian sert: ?i‘???akpuasan pada masyaraka
MQAY

<
5

Selain dari g : apa persamaan di atas, juga terdapat beberapa perbedaan

2\
antara Ihtikar dan%dh oli, diantaranya adalah : . (\

1.

- — 2

miliki modal yang besardan dapat
memproduksi suatu 1 pasaran yang dibutuhkan oleh
masyarakat,sedangka nya bisa dilakukan oleh pemilik
modal besar namun h dengan modal seadanya pun bisa

melakukannya.

STHBAMAIASSAR

barang dan kenaikan harga suatu barang terjadi dalam waktu dan tempo
yang sensitif atau mendadak, sehingga dapat menghasilkan inflasi.

Sementara dalam monopoli kenaikan harga biasanya cenderung dipengaruhi

24 Adiwarman A.Karim, Ekonomi Mikro Islami, (Jakarta: III-Indonesia, 2003), Edisi 2,

Cet. Ke2, h.173

ZIswardono, Ekonomi Mikro (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1990), h.104
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oleh mahalnya biaya produksi dan operasional suatu perusahaan walaupun
kadang-kadang juga dipengaruhi oleh kelangkaan barang.

3. Suatu perusahaan yang menggunakan sistem monopolis dalam melakukan
aktifitas ekonomi dan penetapan harga cenderung mengikuti ketentuan
pemerintah (adanya regulasi standard pemerintah), sedangkan [htikar
kapanpun dan dimanpun bisa dilakukan oleh siapa saja, sebab penimbunan
sangat mudah untuk dilakukan.

4. Praktek monopoli ada&a tindakan ‘lg‘gal dan bahkan di Negara tertentu

\ Y

dilindungi oleh u 'ég ang ataprs anl suatu Negara, sedangkan [htikar
‘e \‘/ P

-~

merupakan rréx ﬁ(an aktifitas ekonomi ya egal

Dalam Isl R apun boleh berbisnis tanpa RE ulr apakah dia satu-

satunya penjual (n\ li) di paier ataupj‘l dlpenjua@ Asalkan tidak sampai

menimbulkan mudhorat dan keberatanskepae

masyarakat. Jadi monopoli
(monopoly) sah-sah saja. Ya slam adalah Ihtikar yang
mendatangkan mudhorat dan masyarakat.
4. Hikmah Pelarangan Ihf
Diantara hikmah pelarangan /Atikar adalah mencegah hal-hal yang dapat
“SFIBA MAKASSAR
ada orang yang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia dalam keadaan
kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang yang memiliki
makanan lebih tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan

dengan Cuma-Cuma makanannya kepada manusia agar manusia tidak kesulitan.

Demikian juga apabila ada yang menimbun selain bahan makanan seperti pakaian,
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sehingga manusia kesulitan mendapatkannya, dan dapat membahayakan orang
banyak maka hal tersebut dilarang dalam Islam.

Islam melarang menimbun dan mencegah harta dari peredaraan.
Sebagaimana Allah swt. mengancam para pelaku penimbun dan pencegah harta
dari peredaraannya dengan siksa yang pedih, Allah swt. Berfirman dalam Q.S.

At-Taubah/9:34-35,

e [ TR et Bt IV B B N N S PR B | PP [P

Q@MJ@M% ML@.\)MYM\)&J\A}J
R
<
~2

Terjemahnya: \h
Hai orang-orang yang beriman, sesungguhny\ ebahagian besar dari
orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nas’rg:genar-benar memakan

harta orang'dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia)
dari jalan ANah. Pan orang=orang“yang menyimpan emas dan perak dan
tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada
mereka, (bahwa mere siksa yang pedih. pada hari
dipanaskan emas pera jahannam, lalu dibakar
dengannya dahi mere nggung mereka (lalu dikatakan)
kepada mereka: "Inile ang kamu simpan untuk dirimu
sendiri, maka rasaka at dari) apa yang kamu simpan
itu.?®

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt. akan mengancam dengan

dan tidak mau menafkahkannya kepada orang yang butuh.
C. Praktik Menimbun Subsidi

1. Sebab-sebab terjadinya penimbunan

26K ementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 259
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Ada beberapa seba-sebab yang dapat menimbulka terjadinya tindakan
kejahatan seperti penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi beinsin
jenis peremium yang terjadi di wilayah hukum polres Gowa. Menurut
Abdul Syani sebab-sebab tersebut yaitu faktor yang bersumber dari dalam
individu (internal) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu
sendiri (eksternal) faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang _/r‘gsal dari dalam diri individu yang
~\>

meliputi yaitu: .
\" .

vﬁ“/’

a) Sifat o d

\e& ari individu seperti d m,gsmnal, rendahnya mental
EAP 23
i .\

2. Faktor Eksternal
Faktor eksternal ada ng berpangkal pada lingkungan
luar dari diri manusi yang mempunyai dengan
timbulnya kriminilitas. Faktor ekternal meliputi:
namun keadaan ekonomi yang rendah.
b) Faktor Agama, dipengaruhi rendahnya pengetahuan tentang ilmu
Agama.
c) Faktor lingkungan/pergaulan, dipengaruhi oleh lingkungan tempat

tinggal.
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d) Faktor Psikologis, Faktor psikologis mempunyai peran penting
terhadap seseoang untuk berbuat suatu kejahatan. Faktor tersebut
timbul karena adanya suatu dorongan atau tekanan yang dapat
berasal dari masalah-masalah kebutuhan yang dihadapi. Bentuk
dari upaya pemenuhan kebutuhan tersebut salah satunya adalah
dengan melakukan suatu kejahatan dan rendahnya tingkat
pendidikan mengakibatkan cara berfikir yang dangkal artinya
seseoang yang berpendidik _/‘;endah cenderung melakukan tindak

(Cs o

yangberpend1d1kan Kejahatan itu
~_

osﬁg-coba dan juga tuntutan
<4

kebutthan atau masalah hidup yang § alami sehingga dapat terus

b 1;1] dan mtnja ﬂatu keblag yang dilakukan secara

berulang ula

2. Dampak menimbu
Pada dasarnya hak se mendistribusikan harta bendanya
itu sesuai dengan apa yang d iri. Baik ditimbun atau dijual
dengan harga semahal-mahalnya. Namun kalau sudah memasuki pada takaran
kebebasan distribusi.
Seperti yang telah di singgung di atas bahwa Ihtikar hukumnya haram.

Sebab praktek penimbunan (/Atikar) ini mengandung kecurangan, ketidakadilan

dan sangat membahayakan terhadap stabilitas ekonomi. Dengan adanya /htikar,

27 Abdul Syani, Sosiologis Kriminalitas, Bandung, Remaja Karya, 1987, h. 37
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itu berarti hanya ada satu pihak yang sangat diuntungkan (dan pihak ini termasuk
minoritas) dengan mengorbankan pihak mayoritas. Dan hal ini adalah masalah
ketidakadilan dalam ekonomi, padahal Islam memberikan porsi yang seimbang
antara kepentingan umum (mayoritas) dan kepentingan pribadi (minoritas).?8
Disamping mengandung ketidakadilan, /htikarjuga menyebabkan krisis
yang sangat fatal dan sangat mengancam stabilitas ekonomi. /htikar juga
menyebabkan kesulitan bagi orang lain serta menyempitkan ruang gerak mereka
(TS

embuat barang yang sudah ada
~_

untuk memperoleh kebutuhann XDalam e ‘ogomi mikro /htikar bisa juga
N

maka keuntungan yang didapat sama dengan riba.>

barang tersedia banyak di pasar, karena antara penyedia barang dan permintaan

konsumen terdapat keseimbangan, akan tetapi apabila barang yang tersedia

BDidik Kusno Aji, Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam, (Lampung:
Jurnal Adzkiya Vol I, No I, 2013 STAIN Jurai Siwo), h. 55

2Sadono Sukirno, Teori pengantar Makro Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 47

3Didik Kusno Aji, Konsep Monopoli dalam Tinjauan Ekonomi Islam, (Lampung:
Jurnal Adzkiya Vol I, No 1, 2013 STAIN Jurai Siwo), h. 56-57



29

sedikit, sedang permintaan konsumen banyak, maka akan terjadi fluktuasi harga,
bahkan mengakibatkan adanya inflasi.

Penimbunan barang mengakibatkan adanya inflasi, dalam ilmu ekonomi,
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara terus-menerus,
berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor,
antara lain konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar
yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat

adanya ketidaklancaran distribuS\l:arang k ma adanya penimbunan barang

Y b M ¢ z’ P
(Ihtikar). Dengan kata lai
ST

kan proses menurunnya nilai mata

\‘/ P
< ~»
uang secara terus—m$‘a?3, ‘<Cn 2
&~ 2 P <4
S5 N

Pada kondisi‘Seperti ini produsen dapat menju\ barangnya dengan harga
9
B
\ ~

2
yang lebih tinggi % for] normll—lienjujﬁ akan me@tkan keuntungan yang
2

lebih besar dari keuntungan normal, seémentara Konsumen akan menderita

kerugian. Jadi, akibat /htikar irugikan oleh ulah sekelompok

kecil manusia. Oleh karena it opoli seorang seorang produsen
dapat bertindak sebagai price arga). Implikasi lebih jauh, Ihtikar
tidak hanya akan merusak mekanisme pasar tetapi juga akan menghentikan
distribusi kekayaan diantara manusia. Sebab konsumen masih harus membayar

harga produk yang lebih tinggi dari ongkos marginal.

31Sadono Sukirno, Teori pengantar Makro Ekonomi (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 47
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Dengan demikian praktik /htikar akan menghambat kesejahteraan umat
manusia. Padahal salah satu tujuan dari sistem ekonomi, apapun bentuknya adalah
untuk kesejahteraan umat manusia. Jadi, pada hakikatnya IAtikar dapat merusak
sistem pasar yang sudah berjalan normal. Oleh karena itu wajar apabila sebagian
ulama menyatakan /Atikar adalah berbagai bentuk , dan tidak terbatas pada
makanan pokok. Dengan mendasarkan /Atikar adalah untuk semua barang yang
dapat merusak sistem pasar, maka dapat diketahui bahwa sistem pasar seperti ini
harus dipelihara oleh pelaku pas y

\ g
€ bs o .. .
asar terjadi Karena tiga hal:
~_

| )7 \,, .
a. Penylmpang:\ \1?3; ktur, suatu pasar aké'n’l‘iiznggu mekanisme pasar
t E d <
—_N

dengan c ang sistematis dan terstrukta . Struktur pasar yang

3 N {4
dimaksudl%}a lah mortpoli dan kompeti &g tidak sehat. Struktur
- <

pasar seperti ini menjadilarangan dalam Islam, sebab selain merusak system

pasar juga bertentang | al-syari’ah

b. Penyimpangan tidak lanya faktor internal insidental dan

temporer yang meng ar, misalnya Ilhtikar,najasy, tadlis,
kolusi pedagang untuk membuat harga di atas normal. Sistem seperti ini

STIBAWATCASSAR

c. Ketidak sempurnaan informasi dan penyesuaian, Hal ini seperti yang terjadi
membeli barang dari produsen ketika masih di tengah jalan (bukan di dalam

pasar/talaqqi rukban), membeli dari orang yang bodoh yang tidak mengerti

harga pasar yang sebenarnya (al-ghubn).
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Berdasarkan dari ketiga hal tersebut yang dapat merusak
ketidaksempurnaan ekonomi pasar, maka hal ini harus dihindari dan dilarang
dalam Islam. Oleh karena itu, setiap penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam
melakukan transaksi tersebut. Karena syariat telah memberikan sanksi secara
tegas tentang keharamannya, oleh karena itu sebagai pelaku pasar harus tetap
mengutamakan system transendensi seperti yang telah dibahas di atas. Dan konsep
transendensi ini adalah salah satu alternatifnya dalam setiap kegiatan pasar harus

didasarkan pada yang halal dan ram seca

E/]getat dan juga didasari atas

cCs
m System pasar itu menjadi

kesadaran diri, artinya ap 1@1‘[ terjad
pertimbangan utama ama Seseorang tldak orehterperdaya dengan harga

atau lainnya, sebab hrak

rsebut akan menjadi pertan& ngjawaban di akhirat
B8 =N

na mengatur masalah

kelak.

3. Peran Pemerintah

Ajaran [slam telah mg¢
perekenomian agar kebutuha secara individu maupun sosial
dapat terpenuhi secara propo andang bahwa Negara wajib
melindungi kepentingan masyarakat dari ketidakadilan yang dilakukan oleh
memberikan jaminan sosial agar seluruh masyarakat dapat hidup secara layak.

Secara umum ruang lingkup peranan pemerintah mencakup aspek yang
luas, dimana secara global dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya

yaitu:

1. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan
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2. Upaya mewujudkan konsep pasar yang berbasis Islami
Menurut al-Mawardi bahwa fungsi pemerintah dalam Islam adalah meneruskan
fungsi kenabian dalam menjaga Agama dan mengatur urusan dunia. Akan tetapi
menurut ibn Khaldun bahwa fungsi pemerintah untuk memastikan agar setiap
orang dapat memenuhi tujuan syari’ah (maqashid al-syari’ah) baik urusan dunia
maupun akhirat.>?

Krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan saat ini yang berakibat pada

c¢>

krisis kepercayaan masyarakat tetldap pe _/gntah, pada dasarnya merupakan
N

il 535 4210 s
Terjemahnya:
Dan barangsiapa be n-Ku, maka sesungguhnya
baginya penghidupan ami akan menghimpunkannya

pada hari kiamat dala

Maksud dari ayat di ang tidak mau mengamalkan Al-

qur’an atau lebih parah dari itu, yaitu tidak beriman atau bahkan murtad, maka
kehi itasakan di dunia akan t sempit,tidak tenang tentram,
dadS:I:IBAa\MaAIiASS ARya
meskipun keadaan luarnya memperoleh kenikmatan.

Dalam hal ini pemerintah harus merekomendasikan pelaku Zhtikar untuk

menjual barang yang ditimbun yang melebihi kadar kebutuhannya dan

32Qadir Azizya A, Membangun Fondasi Ekonomi Umat (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004),h. 218
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keluarganya. Jika rekomendasi ini tidak dipindahkan, maka pemerintah harus
memberikan teguran. Jika rekomendasi ini tidak dipindahkan, maka pemerintah
berhak untuk menahan dan memberi sanksi kepada muhtakir (penimbun) sesuai
dengan kebijakan pemerintah. Tindakan ini diupayakan untuk membuat jera si
pelaku. Di samping itu, pemerintah juga harus memaksa muhtakir (penimbun)
untuk menjual barang timbunannya. Jika perintah ini juga tidak dilaksanakan,

maka hakim (pemerintah) boleh menjual barang timbunan secara paksa dengan

‘k/t;awatir terhadap terjadinya

A
engambll secara paksa barng yang
~_

ss?gnakat sampai keadaan
<4

harga standar pasar, bahkan jika pemerinta
:lb;

kelaparan bagi masyara

T
ditimbun untuk kemJ&ia distribusikan kepada
menjadi stabil, de -\) atatan, ketika kondisi masyarg at-sudah kembali stabil,

pihak pemerintah %em anti barat g tlmbujan milik 0@ kir (penimbun) tadi.

Sebab, kondisi darurat hanya memperbolehkan intuk mengambil barang timbunan

tersebut. Sehingga pemerint: gganti barang yang diambilnya.

Oleh Karena itu, pem harusnya sejak awal telah

mengantisipasi agar tidak ter arang, dan jasa yang dibutuhkan
oleh masyarakat. Pemerintah harus melakukan penetapan harga yang adil atas
“"STIBA"MAKASSAR *
dengan mempertimbangkan modal dan keuntungan bagi pedagang serta tidak
terlalu memberatkan masyarakat. Bahkan pemerintah, tidak boleh mengekspor

barang kebutuhan warganya sampai tidak ada lagi yang dapat dikonsumsi warga,

sehingga membawa mudharat bagi masyarakat.
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Maka dari itu, pemerintah harus ikut campur dalam menentukan harga di
pasaran. Jika pemerintah tidak turut campur, maka akan timbul kekacauan. Dalam
pandangan etika bisnis, jika mengambil keuntungan di atas normal, maka akan
mendekati riba, bahkan bisa termasuk riba. Funsi pemerintah dalam hal ini salah
satunya yaitu melakukan pengawasan terhadap distribusi barang, dan juga
penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual makanan dan
barang lain hanya kepada kelompok tertentu saja dengan harga yang ditetapkan

sesuka hati.>3

STIBA MAKASSAR

3Abdul Manan, Teori dan Praktek Ekonomi Islam (Yogyakarta:PT Dana Bakti
Wakaf,1997), h. 151



BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis dan lokasi penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Field Research). Penelitian
Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif yaitu kata-

kata tertulis atau lisan.Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan suatu fakta

—y
yang terjadi serta membarﬂ;&%xemlala

‘% gcterjadl di lapangan pada saat
\" —

penelitian dilakukan. /
Menurut Le oleong, penelitian kualit%)&xlah prosedur penelitian
deskrlptl erupa Ikata -kata ﬁs atau lisan dari orang-

P
orang dan perilaku yangdi

1

Sementara itu,peneli lah suatu bentuk penelitian yang

ditujukan untuk mendeskrip barkan fenomena-fenomena yang

ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia.>

Tmer leh data ,yan S nulis ygnenggunakan
§ penel AH Ly 1lakukan

dengan cara penulis langsung kelapangan (Polres Gowa) untuk mendapatkan data

"Lexy.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2002), Cet: I h. 51

2Lexy.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2002), Cet: I h. 17
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primer melalui pengamatan langsung dan wawancara dengan pihak kepolisian di
wilayah hokum polres gowa.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran dan informasi yang lebih
jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan
penelitian observasi, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tempat di
mana penelitian akan dilakukan. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai

tempat penelitian adalah Wilayah Hukum Pcll/rves Gowa.
\
N

-&'\B
u

B. Pendekatan Penelitiﬂ_iq Py . 2
*e <
Penelitian in uk dalam kategori penelitian, lapangan, yakni meneliti
<4

&
X
peristiwa-peristiw. mg ada di lapangan sebaga\ ana adanya. Berdasarkan

2

pemaparan data, oA nelitian ini tergolong peneli 0 eskriptif yaitu penelitian
Y‘K) g tian g Yy
- <

yang berorientasi untuk menggambarkan Secara sistematis dan akurat fakta serta

karakteristik mengenai pop
diperoleh tidak bermaksud 1 an, menguji hipotesis, membuat
prediksi, maupun mempelaja
C. Sumber Data
STIBA"MARASSAR™ *
tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.
Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata

dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistic.’

3Lexy.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2002), Cet: 1 h.112
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Dalam penelitian ini sumber data yang diguanakan adalah sumber data

primer dan data sekunder.

1.

Sumber data primer adalah berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara
dengan informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-
pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan
observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak, atau proses

sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau

catatanlah yang menj ad1 Saber dat_/};a 4 Maka sumber data primer dalam

A
penelitian diperol \.d sil w ara dengan masyarakat dan pihak
‘e \‘/ P
kepolisian éﬂ?’ ilayah Hukum P s-.\p(};owa berkaitan dengan

permasala ng diteliti. v

N\
2
alah datéidata yan diperole@buku-buku sebagai data
2

sekunder peneliti

Data seku

ta dan keterangan yang dapat
memepertajam orient is tentang masalah penelitian yang
dikaji melalui buku- artikel yang berhubungan dengan

penelitian ini yang layak untuk dijadikan referensi.’

STIBA MAKASSAR

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh

peneliti untuk mengumpulkan data, di mana cara tersebut menunjukkan pada suatu

4Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.

Rineka Cipta, 2002, Cet: XII) h. 107

SMoh. Kasiram, Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif (t. Cet: Malang:UIN

Malang Press,2010M) h. 236
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yang abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat di
pertontonkan penggunaaanya.®

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Metode Wawancara (Interview)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh
dua pihak,yaitu pewawancara (Interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang
diwawancarai (Interviewe) yang memberikan jawaban atas pertanyaan.” Dalam hal
ini peneliti menggunakan wawancara terst _lgrur, di mana seorang pewawancara

\
V (Cs
) rtanya rt\a%yaan yang akan diajukan untuk

menetapkan sendiri ma%gan
~_
\ / -~

mencari jawaban ata!’hr? sa yang telah disusune, g 2,
&~ 2 \‘3 <4 \
2. Metode Obsefvasi —~
3 N—

Observasi%\)ta Qpengamztan dapat diartika; <sAbagai pengamatan dan

&~

2
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

pencatatan secara sistemati

Metode observasi dilakukan gambaran yang bersifat umum dan

relative menyeluruh tentang di dalam focus permasalahan yang

akan diteliti.
3. Metode Dokumentasi
STIBA"MARASSAR

tertulis seperti buku-buku,majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian

dan sebagainya.® Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu,

%Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT.
Rineka Cipta, 2002, Cet: XII), h.134

"Lexy.J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
2002), Cet: I, h.135

8Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2002) h. 149
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dan dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari
seseorang. Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah dengan cara
mencari dan mengumpulkan hasil wawancara, serta mencari dari buku-buku atau
referensi-referensi yang relevan dengan objek pembahasan yang diteliti.
4. Metode Triangulasi
Metode triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan
membandingkan dengan data yang diperoleh dari sumber yang lain. Adapun

triangulasi yang dilakukan dengan tig . macam teknik pemeriksaan yang
\

dapat melakukan deqé%}
e

S
a) Membandi m data hasil pengamatan (obse\ si)dengan wawancara.

2
b) Mengecek%a engan bertagai jl:jber data y@da.
- <

¢) Memanfaatkan berbagaimetode agar pengecekan data dapat dilakukan.

Berdasarkan hasil tria a tujuan yang ingin dicapai adalah

mengetahui data yang dip (meluas), tidak konsisten atau

kontradiksi. Dengan mengg ngulasi,data yang diperoleh akan

lebih konsisten, tuntas,dan pasti.

“STIBA MAKASSAR
Instrumen penelitian adalah alat-alat atau fasilitas yang digunakan oleh

peneliti dalam mengumpulkan data agar penelitian lebih mudah dan hasilnya lebih

baik,dalam arti lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah.’

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: PT
Rineka Cipta, 2002) h.136
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Penelitian yang baik dapat dilihat dari kualitas hasil penelitian, dan kualitas
hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data.
Ada dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas
instrumen dan kualitas pengumpulan data. Instrumen penelitian memiliki peran
yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian sehingga bobot atau
mutu penelitian kerapkali dinilai dari instrumen penelitian yang digunakan, apabila
data yang diperoleh tidak akurat/ valid, maka keputusan yang diambil pun akan
tidak tepat. y
(T o

Intrumen yang digunak ian ini adalah instrumen pokok dan
~_

adalah dengan observasi.
F. Teknik Pengolahan dan

Penelitian in1 adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat
"STIBA"MAKASSAR™
dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Teknik analisis
data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Interactive
model, yaitu konsep yang mengklarifikasikan analisis-analisis data dalam tiga
langkah:

1. Reduksi data (Data Reduction)
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Reduksi data adalah proses memilih-menyederhanakan, mengabstrasikan
dan menstransformasikan data kasar yang baru diperoleh dari lapangan. Reduksi
data dilakukan secara kontinu, kemudian dari hasil tersebut ditarik kesimpulan
sementara. Kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan diadakan reduksi melalui
verifikasi data yang ada dengan data yang lain, bahkan mencari data baru. Reduksi
data dimaksudkan adalah bagian dari kegiatan analisis data yang digunakan selama

pengumpulan data.'”

¢ 2
mfo;mam yang tersusun secara
~_

\Ifa,n'kan kesimpulan dengan

2. Penyajian data (Dlsplay ata)
kump

Penyajian data @m
\s ~
sistematis yang men/B'@r kemungkinan adan

kata lain, penyaji \merupakan proses penyusunag rmasi secara sistematik

o

sepanjang proses penelitian berlangsung. Verifikasi juga merupakan kegiatan akhir
verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati
oleh lokasi penelitian itu dilaksanakan. Sejak analisis data, penarikan kesimpulan

dan verifikasi sudah dilakukan maka pada saat itu peneliti mulai memberikan arti

19 Muhammad Tholchah, dkk., Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan
Praktis (Surabaya: Visipress Media, 2009) h. 183-184

' Muhammad Tholchah, dkk., Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan
Praktis (Surabaya: Visipress Media, 2009) h. 182
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dan makna suatu data yang diperoleh. Kesimpulan sementara yang belum jelas dan
belum pasti, maka diadakan reduksi dan verifikasi kembali.'? Verifikasi dilakukan
dengan melihat kembali reduksi data (data reduction) maupun penyajian data
(display data) sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.
G. Pengajuan dan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang telah didapat sehingga benar-benar
sesuai dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik

triangulasi. Triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi

v CCs
peningkatan validitas gﬁl nehtla uaftatlf Teknik triangulasi yang
/ ‘e \\b P
digunakan peneliti d neh tiannya ada tiga aﬁp,lyaitu :
<4
\a
. Triangulasi —\) “‘ﬁt\w
3 N

2

Teknik t\a\g siini tisebut bagai tri@lasi sumber. Cara ini
2

mengarahkan penehtl agar di_dalam_pengumpulan data, peneliti menggunakan

beragam sumber data yang t 1 yang sama atau sejenis, akan lebih

jelas kebenarannya bila dia data yang berbeda.
2. Triangulasi Metode
Jenis triangulasi ini dilakukan dengan mengumpulkan data sejenis, tetapi
deng ’TiiuBan eanIKLT(WSJS ld&f{ berbeda.
Misalnya untuk memantapkan validitas data mengenai sutau peristiwa di dalam

masyarakat tertentu, peneliti bisa menggunakan metode pengumpulan data yang

berupa wawancara mendalam, dan hasilnya diuji dengan pengumpulan data sejenis

12 Muhammad Tholchah, dkk., Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan
Praktis (Surabaya: Visipress Media, 2009) h.184
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dengan teknik observasi terhadap tempat atau peristiwanya.Teknik Triangulasi ini
dilakukan dengan memanfaatkan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan
wawancaradan juga angket (pertanyaan tertulis) yang dikirimkan kepada sumber
informasi yang menjadi sasarannya.
3. Triangulasi Teori
Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan perspektif lebih dari satu
teori dalam membahas permasalahan yang dikaji. Misalnya, suatu peristiwa yang

¢ Cs
udaya 'nk atau ekonomi. Dari beberapa
~_

digunakan pandangan %‘cgy
perspektif teori terse‘l diperoleh pandangan yang l,ebih lengkap, tidak hanya

sepihak, sehingga a blsa di analisis dan dltarlkE%\pulan yang lebih utuh dan

menyeluruh. Kar\ etiap pantan gan tlorl selalu@mhkl kekhususan cara

pandang, maka dengan menggunakan beberapa perspektif teori akan menghasilkan

terjadi dalam suatu masyarakat tilk hany Jl(a_]l dari teori sosial saja, tetapi juga

STIBA MAKASSAR

13 Muhammad Tholchah, dkk., Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan
Praktis (Surabaya: Visipress Media, 2009) h. 145-147
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Polres Gowa

Secara geografis Wilayah kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan
167 Desa/Kelurahan, dengan jumlah penduduk 747.257 jiwa, Ibu kota kabupaten

gowa terletak di kota sunggun&' Y. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.883,2
N

Kapolda. Kepala P tnya disingkat Kapolres adalah

pimpinan Polri di dae g jawab kepada Kapolda .
b. Tugas Pokok
Polres bertugas menjag ara keamanan ketertiban masyarakat,
memberikan perlindungan, pengayoman, menegakkan hukum, serta
tugas Polri lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Data

satlantas polres Gowa)

c. Fungsi



45

Polres menyelenggarakan fungsi sesuai pasal 5 peraturan Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan

Organisasi dan Data Kerja Pada Tingkat Kepolisian Sektor yaitu :

a) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk
penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian bantuan
dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan

instansi pemerintah, dan pelayanan surat izin/keterangan, serta

pelayanan pengaduan atas ti %an anggota Polri sesuai dengan
\
N
ketentuan pe ﬁgﬂl&ndang n,g(am
/ ‘e \ P
R " \ L. = '
b) Pelaksan:\ ﬁungm intelijen  dal -.\B;,dang keamanan guna
P “(
S

tersele kannya deteksi dini(early & %n)dan peringatan dini
) 2
2
(early \zm ng). @
“\u }i: I I <

c) Penyelidikan dan_penyidikan tindak pidana fungsi identifikasi dan

fungsi laboratori n dalam rangka penegakan hukum,
serta pembinaan, gawasan Penyidik Pegawai Negri
Sipil (PPNS).

d) Pembinaan masyarakat, yang meliputi pemberdayaan masyarakat
STIBA"MARASSAR" "
bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran

dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan

peraturan perundang-undangan, terjalinnya hubungan antara Polri

dengan masyarakat, koordiansi dan pengawasan kepolisian khsusus.
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e) Pelaksanaan fungsi sabhara, meliputi kegiatan pengaturan, penjagaan
pengawalan, patroli (Turjawali) serta pengamanan kegiatan masyarakat
dan pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana ringan (Tipiring),
pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengamanan
objek vital, pariwisata dan Very Important Person (VIP).

f) Pelaksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatan Turjawali lalu-lintas,
termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikan kecelakaan lalu-

lintas serta registrasi dan identifi Eggi kendaraan bermotor dalam rangka
(Cs

\
N
penegakan ho '&q& embi keamanan, keselamatan, ketertiban
) g -
dan kela SP,I lu-lintas <
I\ »
—_

=
2,
<4
g) Pelaks p\ fungsi kepolisian perairain\t liputi kegiatan patroli
o

N

. < . .
peralra§3 anganan pertama terhadap ‘tindak pidana perariran,

pencarian dan penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pembinaan

masyarakat  pera vka  pencegahan kejahatan dan

pemeliharaan kea erairan; dan

h) Pelaksanaan fung suai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan'

STIBA MAKASSAR

Polres Gowa sebagai kesatuan Kewilayahan dalam mendukung program

program Polda Sulsel, maka dirumuskan Visi dan Misi sebagai berikut:

! Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2010 Tentang Susunan Orientasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan
Kepolisian Sektor, Bab 11, Pasal 6.
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Visi

Terciptanya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat Prima,
tegaknya hukum dan terjaminnya keamanan di wilayah hukum polres Gowa

serta terselenggaranya sinergi Polisional secara optimal.

Misi

1) Memberikan Perlindungan pengayoman dan pelayanan secara

mudabh, respon31 dan tidak diskriminatif;
(Cs o

2) Menerapk: p > sian m. kaibverbasis pada masyarakat patuh

-~ ~p
hukug[il:é?{da komunitas masyarakat, .

-

3) M '&\ Katkan kerjasama  dengan jginstansi dan lemabaga

2\
pe%ﬁ han maupun masyarakat . A‘n rangka mendukung

- V 2

4) dan peringatan dini terhadap

gala kemungkinan dan gangguan

i Wilayah Hukum Polres Gowa
melalui kegiatan/operasi penyelidikan dan pengamanan;

S PHBA-MATCASSAR™
kelancaran arus lalu-lintas orang dan barang;

6) Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan kantibmas di

wilayah hukum Pores Gowa;
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7) Menegakkan hukum secara Profesional, obyektif, proporsional,
transparan, dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan
rasa keadilan;

8) Mengelola secara professional, transparan akuntabel dan modern
seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional Polri.

2. Batas Wilayah Hukum Polres Gowa
Secara administratif Wilayah Polres Gowa berbatasan dengan beberapa

kabupaten dan kota, yaitu,

¢ 2
an Kabupaten Maros
~_

b. Sebelah Timur / j : Kabupaten Sinjai, lagumba dan Bantaeng

a. Sebelah Utara

c. Sebelah Selat

d. Sebelah Barat\ 3

N+

Peta Administrasi Kabupate

PETA ADMI BUPATEN GOWA

SKALA 1:45525730510

KECAMATAN
Bl BAJENG

L] BAJENG BARAT
[ 1 BAROMBONG

L] BIRINGBULU

| BONTOLEMPANGAN
] BONTOMARANNU

BONTO
ON P ELATAN
AY,
=
AR,

PARIGI
Bl PATTALLASSANG
1 SOMBAOPU
1 TNGGIMONCONG
L | TOMBOLOPAO

KABUPATEN
TAKALAR

g N

] TOMPOBULU

+
+
e

* kaBUPATEN
KABUPATEN
JENEPONTO BANTAENG

00000 310000 20000 20000 260000 oo

3. Jumlah Penduduk Wilayah Hukum Kabupaten Gowa
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Jumlah
Jumlah Rasio Jenis
No Rincian Laki-laki | Perempuan .
Total Kelamin
1. Bontompo 19.955 21.863 41.818 0,913
2. | Bontonompo sel | 14.316 15.447 29.763 0,927
3. Bajeng 34.024 34.796 68.820 0,978
S\ =
Y N ¢ ¥ >
4. | BajengBaratp)p 120984~ 12754 | 24852 | 0949
1 5)7 Lo

A W 5 =
5. P_Zi\lgggga 59.694 ag\\ 120.780 0,977

\\3\ N\ ;:
6. bong 19.51 19. 8’8\ 39.503 0,976

AN o, 5
7. | Somba Op 81.740 162.979 0,994
8. | BontoMara 17.381 17.633 35.014 0,986
9. | Pattalassa 12.05 12.005 24.064 1,004
10. |  Parangloe 8.977 9.407 18.384 0,954
THAMAKASSAR —=
12. | Tinggimoncong | 11.801 12.049 23.850 0,979
13.| Tombolopao | 14.802 14.362 29.164 1,031
14. Parigi 5.961 6.736 12.697 0,885
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\

15. Bungaya 7.829 8.471 16.300 0,924
16. | Bontolempangan | 5.800 6.513 12.313 0,891
17.| Tompobulu 13.791 14.817 26.608 0,931
18.| Biringbulu 15.343 16.282 31.625 0,942
Tahun 2015 355381 | 367.321 | 722.702 0,968
Tahun 2016 | 361814 | 373679 | 735.493 0,968
U 7 Co (% ~
Tahu L "EL‘?”( - -
3 %
N 3 _)' % _l'
Tahun;:2018 1 N\ . -

Ta;\éigow

B. Praktik Menimbun Ba

Polres Gowa

p—

akar B

sidi Bensin Di Wilayah Hukum

Semakin berkembangnya ekonomi dan perindustrian Indonesia membuat bahan

bak i jadi

4 iahm' |

yang digunakan saat ini adalah bahan bakar fosil yang

Crs €r dar1 bu

m

r minyak

i. Jumlah

bahan bakar minyak dari fosil semakin lama semakin menipis, hal ini juga membuat

pemerintah mengambil langkah alternatif dengan cara mengalihkan penggunaan

bahan bakar minyak fosil ke bahan bakar gas dan bio disel. Tetapi tidak efektifnya

pengalihan ini membuat pemerintah harus terus-menerus memberikan subsidi pada

jenis bahan bakar minyak tertentu.
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Penggunaan bahan bakar minyak bersubsidi sebenarnya sudah sangat dibatasi
hanya untuk golongan-golongan tertentu. Pemerintah sudah menentukan siapa-
siapa saja yang dapat menikmati bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi dengan
banyaknya permintaan bahan bakar minyak bersubsidi membuat oknum-oknum
tertentu melakukan tindakan penimbunan bahan bakar minyak bersubsidi untuk

mendapatkan keuntungan yang lebih banyak.

Berdasarkan hasil penenlitian yang dilakukan oleh peneliti selama berada di
lapangan, peneliti mendapatkaB erbagal asi mengenai Praktik menimbun

v§1layah uku )Ares gowa.

~p
[y - 2,
<4
melatar belakangi adanye@k menimbun bahan bakar

n di Wllay[ jpolres g0 a -
}

an b ﬁ'an bakar minyak (BBM)

Salah satu alasan

bersubsidi jenis premium ata ena keuntungan menggiurkan yang

di dapat dari usaha jual-beli ersebut. Berkaitan dengan sebab-
sebab yang melatar belakang an itu dikarenakan ada dua faktor

yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti gangguan psikologis

yan lah, satu (faktor uta nyebab.-ti jahatan sehingga
muS:IZIBA kMM%SSAR eksternal
meliputi faktor ekonomi, secara garis besar kejahatan disebabkan karena faktor
ekonomi, kebutuhan dan sulitnya ekonomi menjadi alasan utama, dan juga faktor
kesempatan yang merupakan faktor pendukung dikarenakan keamanan yang lemah,

dan kurangnya pengawasan secara ketat, dan maksimal secara tak langsung

membuka dan memberikan celah bagi pelaku untuk terus melakukan tindakan



52

tersebut secara berulang-ulang tanpa khawatir bahwa tindakan tersebut akan
mendapat sanksi dan teguran yang tegas.

2. Tujuan menimbun bahan bakar subsidi

Mengenai tujuan penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis
premium atau bensin ini sebagai sarana bisnis untuk meraup keuntungan yang
besar.

3. Prosesi terjadinya modus penimbunan

Terkait dengan modus penlm unan bahan ‘Rakar minyak bersubsidi (BBM) jenis
premium atau bensin 1ny,3 y L/darl ad;
dugaan aktifitas pen BBM di perumaha
Unit Inteldim 14 Wa melakukan penyehdlkan\ n-penjajakan pengambilan

<

BBM pada salah{atu PBU di Ealan’_ﬂiul Kadir @assar Dari pengintaian

petugas ini, aktifitas dua pelakutersebut telah ferpantau. Dua pelaku telah dua kali

melakukan pengangkutan d pengisian dengan menggunakan jerigen.
Dalam proses pengangkutan e perumahan Hamusa itu, Personil
Unit Inteldim Kodim lalu m pan dan penggerebekan di tempat
penimbunan BBM tersebut.

2017. Mereka mengaku bekerjasama dengan pihak karyawan SPBU setempat. Dari
kerjasama itu, karyawan SPBU menerima uang upah sebesar Rp.10.000 per jerigen.
Dari penangkapan pelaku penimbunan BBM bersubsidi ini, personil Unit Inteldim

menyita 54 jerigen berisi 1.728 liter premium. Petugas juga mengamankan mobil

Suzuki APV Nopol DD 1010 JM yang digunakan untuk mengangkut BBM tersebut
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serta tiga buah HP. Kedua pelaku penimbunan BBM ini pun tidak bisa berkutik,
sejak awal mereka telah telah diselidiki di mana tempat pengambilan dan di mana
tempat penyimpanannya. Kini kedua pelaku dan barang buktinya berhasil
diamankan dan sudah diserahkan ke Polres Gowa untuk proses lebih lanjut.?

4. Lokasi Praktik menimbun subsidi dilaksanakan

Lokasi pelaksanaan praktik menimbun bahan bakar minyak (BBM) jenis
premium atau bensin terjadi di salah satu perumahan BTN Hamusa yang merupakan

(Cs
uﬁensm itu terjadi pada salah satu

tempat para pelaku menylmpan asil timbuna nannya, sedangkan lokasi pengambilan
remiu

bahan bakar minyak (BB )vj’e 1
SPBU di Jalan Abdu ‘ka akssar cCn 2,
<4
5. Orang yan bat dalam kasus pemmbunan bsidi

Orang-orang %ﬁg terlibat (tlam prjktlk men;@ bahan bakar minyak

(BBM) bersubsidi jenis premium. atat bensin ini yaitu Sudirman 27 tahun, asal

Kampung Lauwa, kelurahan Biringbulu, Gowa dan Anton 36

tahun, asal Desa Tonggorisa, o Kabupaten Bima.

6. Jenis-jenis bahan bak

Jenis bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang di timbun pada kasus
"STIBA"MAKASSAR™" ™
pengakuan Sipelaku, bahan bakar minyak (BBM) tersebut dibeli dari SPBU jalan
Abdul Kadir Makassar dengan harga Rp 6.450 per liter dan dijual dengan harga Rp
9.000 per liter, yang kemudian akan dijual pada salah satu wilayah yang ada di

kecamatan Biringbulu yang merupakan Wilayah pegunungan Kabupaten Gowa.

2 Brigpol Khalid, Wawancara, 2020
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7. Langkah-langkah pencegahan praktik penimbunan

Upaya pencegahan praktik penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi
jenis premium atau bensin di Wilayah Hukum Polres Gowa dapat dilakukan melalui
upaya Non Penal (preventif) dan penal (represif). Upaya Non penal (prefentif) dapat
dilakukan dengan ditingkatkannya pengamanan dan pengawasan terhadap SPBU,
melakukan operasi rutin dan pemantauan terhadap SPBU, kerjasama dan partisipasi

masyrakat, sosialisasi pentingnya distribusi bahan bakar minyak tepat sasaran, serta

1.‘3} Sedangkan upaya penal (represif)
~{ e <

yaitu dapat ditempuh /\sebagajs) upaya anggulangan terhadap kejahatan
) S,
penimbunan bahan l')jkar inyak bersubsidi deng mberikan sanksi pidana atau
S ¢

4
— 3 \
v
N\

himbauan sanksi yang tegas terl\adap pel
\
N

a pelaku tersebut.’

2
C. Tinjauan H bum ' Negara IT erkait r’em’mburg@\han Subsidi Menurut
- <

Undang-undang

Penimbunan adalah /o4 pulan, penyimpanan uang atau

barang dalam jumlah besar, dak akan dapat diperoleh lagi jika
terjadi kelangkaan atau kena n menimbun ialah perbuatan yang
mengumpulkan barang-barang, sehingga barang tersebut langka di pasaran
“STIBA"MARASSAR
sulit untuk menjangkaunya. Hal ini dapat dipahami bahwa apabila tersedia sedikit

barang maka harga akan lebih mahal. Apalagi jika barang yang ditimbun itu

merupakan barang kebutuhan primer maupun sekunder.*

3 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan
Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, h. 40
4 Rozalinda, fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 364
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Namun pengertian penimbunan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah
kegiatan ilegal berupa penimbunan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis
premium atau bensin yang terjadi di Wilayah Gowa. Negara Indonesia telah
menetapkan beberapa peraturan atau undang-undang terkait masalah penimbunan
bahan bersubsidi sebagai berikut :

1. Peraturan tentang Penimbunan

a. Undang-undang No. 17 Tahun 1951 tentang penimbunan barang-barang

penting, yang terdapat dalam £3§al 1.° Dalam undang-undang ini
sapaannya yaitu menteri yang

N
mengenai p %&ratura
)7 o, |
bertugas:\ mengurus persoalan<gerkait perekenomian, barang-
S ¢

-

<4
N
barang ng  bergerak,maupun baran& égg dalam pengawasan
2

) 2
pemer%&h & I I . N
\ ~

b. Undang-undang 2015 tentang penetapan dan

penyimpanan ba okok dan barang penting, yang

terdapat dalam p aksud dengan barang kebutuhan
pokok adlah barat t kebutuhan orang banyak dengan

skala kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung
STIBA"MARASSAR"

barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran

pembangunan nasional.

5 Undang-undang No. 17 Tahun 1951 Tentang Penimbunan Barang-Barang Penting
%Undang-undang No 17 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Peniympanan Barang
Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
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c. Undang-undang No. 23 Tahun 2009 tentang tempat penimbunan
berikat, yang terdapat dalam pasal 1.” Yang dimaksud dengan tempat
penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang
dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penanngguhan bea masuk
dan juga sebagai tempat penimbunan barang-barang impor.

d. Undang-undang No. 17 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang

terdapat dalam pas $ Dala _/‘Easal 5 dijelaskan bahwa dilarang

‘>
‘,cfan« gas bumi yang terdiri dari

melakukan 1@&1 aha m,
\) / ‘e \‘/ P
keglatan ,hulu yang mencakup

T@;asi, eksplotasi, dan juga

%{utan, penyimpanan dan
2
niaga. \3 & . 4(\
N\ - | P

2. Sanksi Bagi Pihak Penimbun

kegiat: % \gmencakup pengolahan, pen

Bagi penimbun BB akukan penyimpanan bahan bakar
minyak tanpa memili aka penyimpanan dapat dikenakan
pidana sebagaimana dang-undang Migas No. 22 tahun
2001 pasal 53 huruf ¢ undang-undang Migas pasal 23: Setiap orang yang
STIBA"MARKASSAR™ “
dipidanakan paling lama 3 sampai 6 tahun dipenjarakan dan denda paling

tinggi Rp 30.000.000.000.00 (tiga puluh miliar rupiah).” Di dalam ketentuan

pasal 53 UU pangan di atur bahwa pelaku usaha pangan dilarang menimbun

7 Undang-undang No. 23 tahun 2009 Tentang Tenmpat Penimbunan Berikat

8 Undang-undang No. 17 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi

? Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas (migas), Dengan
Ancaman 3- 6 Tahun Penjara
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atau menyimpan pangan pokok melebihi jumlah maksimal yang ditetapkan
oleh pemerintah. Demikian juga dalam ketentuan pasal 29 ayat (1) UU
perdagangan diatur bahwa pelaku usaha dilarang menyimpan barang
kebutuhan pokok atau barang penting dalam jumlah dan waktu tertentu pada
saat terjadi kelangkaan barang, gejolak harga, atau hambatan lalu lintas
perdagangan barang. Larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari
adanya penimbunan barang yang akan menyulitkan konsumen dalam

59}? atau barang penting. Dan dapat

(e>
hunan ada dua macam yaitu:

diketahui bahwa g @y uatan
v%“/
a. Sanksi a asi c<Cn 2
<4
Sanksi \dltentukan oleh undang-u@ersebut meliputi sanksi

9
pldana\ nksi adrimlstras1 Isank51 ad(@ram yaitu berupa denda

penghentian kegiatan produksi atau peredaran, dan pencabutan izin.

memperoleh barang kebglhan po

b. Sanksi pidana
Sanksi pidana me ana yang diberikan apabila pelaku
usaha melanggar dalam dua kondisi yang berbeda
dalam keadaan pelaku usaha pangan menimbun atau menyimpan
STIBA"MAKASS AR™
keuntungan maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun

atau denda paling banyak Rp 100.000.000.000.00 (seratus miliar rupiah)

terdapat dalam pasal 133 UU tentang pangan.'® Apabila pelaku usaha

19 Undang-undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan Dengan Ancaman Hukuman 7
Tahun penjara
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menimbun ketika terjadi kelangkaan, gejolak harga, atau hambatan lalu
lintas perdagangan, maka dikenakan sanksi pidana terdapat dalam UU
No. 7 Tahun 2014 tentang perdagangan, maka pelaku usaha diancam
dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp.
50.000.000.000.00 (lima puluh miliar rupiah).!!
D. Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktik Menimbun Bahan Subsidi
(Ihtikar)
Menimbun bahan bakar minyak (BBM ‘Izgrsubsidi jenis Premium atau bensin
\ (Cs o

pada masyarakat Goway '&g di B amusa, jalan Swadaya, kelurahan
~_

S )7
Tompobalang, kecaglér%,%omba Opu, adalah mq&izgnjmbunan BBM yang baru
b d <
—_

*e

pertama kali terjadi abupaten Gowa. Masalah ka\ s praktik menimbun bahan
2

ngguhn)t Islam telah meng@\indakan yang tergolong
2

dibenarkan secara syariat dan tindakan yang tidak dibenarkan oleh syariat agama

>

bakar bersubsidi %

Islam. Penimbunan BBM b bsidi yang dilakukan oleh sebagian masyarakat

Indonesia khususnya masya Gowa di rahan Tompobalang menimbulkan

hal-hal yang bertentangan de syariat Is
Sebagian Masyarakat melakukan penimbunan BBM bersubsidi, setiap kali
yang menimbun dengan cara membeli dan dengan tujuan akan dijual kembali ketika

harga sudah mengalami kenaikan sehingga akan mendapatkan keuntungan yang

berlipat-lipat maka tindakan tersebut termasuk dalam kategori Ihtikar, tetapi jika

! Undang-undang No. 7 Tahun 2014 TentangPerdagangan Dengan Ancaman 5 Tahun
Penjara
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tindakan penimbunan tersebut hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan
sendiri bukan untuk dijual kembali maka tidak termasuk dalam kategori lhtikar.
Para Fuqaha berbeda pendapat dalam menetapkan hukum Ihtikar, perbedaan ini
dikarenakan masing-masing Fugaha mempunyai dasar hukum yang berbeda, serta
mempunyai penafsiran yang berlainan satu sama lainnya. Mazhab jumhur dari
kalangan Syafi’iyah, Malikiyah, Hanabilah,Zahiriyah dan Hanafiyah, bahwa
penimbunan barang atau Ihtikar adalah haram. Pertimbangan para Fuqaha’ yaitu
Mazhab jumhur mengharamkan penimb nan barang dagangan, terutama yang

: B < .
adalah atas pertimbangan hokum,

berhubungan dengan b

\)
bahwa Ihtikar itu dJﬁ%?
ENEQP 2

—_N

bagaimanapun ju mat manusia memerlukan bahgh pangan untuk memenuhi

3 N—
kebutuhan hidupn%\).a] a barang tangan ij yang diti,@, timbul kesulitan orang
- <

untuk memenuhi kebutuhan primernya. AKibatnya dari hal yang demikian adalah

7 N . .
nimbulkan kemudhavz?r;‘ﬁagl umat manusia, sebab
<4

merusak sistem ekonomi mas

Menurut para Fuqaha’ d ab Hanafiyah bahwa penimbunan
barang dagangan hukumnya . Pertimbangan hokum dari para
fugaha’ mazhab Hanafiyah adalah melihat dari sisi kemudharatan yang ditimbulkan

dasar inilah para Fuqaha’ menyatakan bahwa Ihtikar itu hukumnya makruh

tahrimah (makruh yang cenderung kepada keharaman).'

12 Chuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Cet; 3 (Jakarta:
Pustaka Firdaus, 2004), h. 135
BChuzaimah T. Yanggo, Problematika Hukum Islam Kontemporer, h. 135-136
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Adapun menurut mazhab Hambali Thtikar yang diharamkan adalah memenuhi
tiga sayrat berikut:

a. Barang yang ditimbun itu didapatkan melalui pembelian barang yang
didatangkan orang lain, bukan mendatangkan sendiri dari luar
(mengimpor). Dengan demikian, apabila ada yang mendatangkan suatu
barang dari luar atau membawa masuk hasil pertaniannya sendiri lalu
disimpannya, maka tindakan tersebut bukan dalam kategori Ihtikar.

b. Barang yang dibeli lalu ditimbu _131} berupa bahan makanan seperti biji-

@Tnpp,ersulit gerak masyarakat
<4

untuk dapag emperoleh barang tersebut, sehingga kebutuhan hidupnya

tidak d\\gai rpenuhi. L\’J C

Berdasarkan Pendapat para tlama _di atas, maka menimbun bahan bakar

minyak (BBM) bersubsidi y: ategori Ihtikar adalah haram, jika

a. Menimbulkan ke membahayakan bagi masyarakat
secara umum
STIBA"MARASSAR
. Didapatkan melalui pembelian dalam negri sendiri, bukan
mendatangkan sendiri dari luar (mengimpor)
d. Dilakukan pada kondisi masyarakat luas tengah membutuhkan barang

tersebut
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e. Menyulitkan masyarakat untuk memeperoleh bahan bakar minyak
(BBM) jika terjadi penimbunan.

Sedangkan Penimbunan BBM yang tidak termasuk kategori Ihtikar sesuai
dengan pendapat mazhab Syafi’i, yaitu menahan sesuatu yang dibeli pada saat
harganya murah sama sekali tidak diharamkan, sebagaimana menahan hasil sawah
atau hasil kebun sendiri. Hukum yang sama, yaitu dihalalkan , berlaku juga pada
tindakan menahan sesuatu yang dibeli pada saat mahal, namun diperuntukkan untuk

konsumsi diri sendiri atau keluarga saja, ataupun untuk dijual kembali namun

dengan harga yang samay. '&tik

. Y AN R .
Sebagai ma < ﬁ ial manusia tidak bis as dari aspek ekonomi,karena
S e
N
sangat butuhnya \anasia akan hal itu sampai-sam\ i-Allah swt. Menurunkan
N
& b 13 .. 29 < <
wahyu-Nya mem gan kalimat “7ijarah . (\
‘\ ° tl <

Allah swt. Berfirman.dalam Q.S Al-Jumu’ah/62:11,

2

Terjemahnya:

Dan apabila mereka n atau pemainan, mereka segera
an engkau (muhammad) sedang
berdiri (berkhotbah). Katakanlah, “Apa yang ada di sisi Allah lebih baik

daripada permainan dan perdagangan,” dan Allah pemberi rezeki yang

perhatian manusia yang secara naluriah berkecimpung dengan masalah ekonomi

14 Wahbah Al-Zuhaili, Figih Islam wa Adillatuhu, Cet, pertama (Jakarta: Gema Insani,
2011) h. 246
5K ementrian Agama Republik Indonesia ,4/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 554
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(perdagangan), yang membuktikan bahwa prinsip ekonomi dalam Islam itu bersifat
religius yang tetap ada di dalamnya nilai-nilai tauhid.'®

Dan Allah swt. Juga berfirman dalam Q.S Al-Qasas/28:77,

PN
«®
g
£a
1)

v\

\

k3
&

o8 8 -

el /@4'/“,./ /.,'{'////}ﬁ.a,/ /s/’ /s//.ﬁa, . //:///';A
VY £ il S0 YT iVl e ol WS a5V YT

Terjemahnya:
Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugrahkan
Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan

berbuat baiklah (kg a\orang lai )—s'gba‘gaimana Allah telah bebuat bai
kepadamu, dan jangaril mu be kerusakan di bumi. Sungguh Allah
tidak menyuk }K ang berbuat kel v

|

an.
~p
€ VDA
N2 el <
—_N
Di dalam tersebut mencakup aspek eko\ mt. Oleh karena itu aspek

) 2
ekonomi tidak b%zd isahkan Eari tujui’n untuk u@@pai kehidupan akhirat.
- <

Ekonomi Islam dikatakan betsifat religius yang betumpu kepada tauhid, karena

setiap muslim berkeyakina ang mereka peroleh merupakan

pemberian Allah swt.kepad juga menyebutkan bahwa setiap

muslim harus bepartisipasi d onomi

Allah swt. Befirman dalam Q.S Al-Jumu’ah/62:10,

STABAMAICASSAR ~+

Terjemahnya:
Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.'®

16 M.Dawam Raharjo, Ensikolopedi Al-Qur’an, h. 586
17 Kementrian Agama Republik Indonesia ,4/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 394
18K ementrian Agama Republik Indonesia ,4/-Qur’an dan Terjemahnya, h. 554
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Di samping itu juga, disebutkan juga di dalamnya bahwa setiap muslim dijamin

untuk mendapatkan dari apa yang diusahakannya,

Allah swt. Juga berfirman dalam Q.S An-Nisa’/4:32,

Terjemahnya:
Dan janganlah kamusiti \ti teha mia yang telah dilebihkan Allah
kepada sebagian $ sebagi lain. (Karena) bagi laki-laki ada

bagian dari apa ereka usahak agi perempuan (pun) ada
bagian dari gﬁ g mereka usahakan, ma (o-n].ah kepada Allah sebagian
dari karunia-Ny4. Sungguh Allah Maha Men Ni segala sesuatu'®

‘\ s

Ayat di ata\ jelaskan bahwa seseoang ha \ ncari harta secara wajar
2
3 .
dan halal (usaha) h?ésk un dalarlqmgkmlnendapatk 3a1 itu harus terjadi suatu
\ /4

persaingan, namun persain adalah yang wajar pula. Usaha

mencari harta seperti itu -baik cara bagi seorang muslim.
Dengan demikian, tidak ada j g muslim untuk mendaptkan harta
kekayaan selain harus berusa as, karena itu merupakan cara yang

halal baginya untuk mendapatkan rezki.

STIBA MAKASSAR

9K ementrian Agama Republik Indonesia ,4l-Qur’an dan Terjemahnya, h.83
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PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah merumuskan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam

penelitian ini maka peneliti menarik simpulan sebagai berikut:

1.

Masyarakat Gowa setelah melakukan penimbunan terhadap barang subsidi

mereka membeli bahan bakar minyak pada saat lapang lalu menimbunnya

supaya langka di pasana> emudia #&njualnya dengan harga yang lebih
<

tinggi ketika

masyarakat selrga masyarakat kesuhtan u

Menimbun ar)adalah merupakan tind

ks L\menjv
sistem peﬁkep 1an  se b
. ____ 4

mekanisme pasar. Dal cara umum Ihtikar disebut sebagai

monopoli pasar yan rdapat satu pedagang saja yang
menguasai pasar dan penentu harga suatu barang yang
tujuannya adalah untu euntungan mengambil keuntungan

dengan cara yang tidak lazim serta dapat mengekploitasi masyarakat tertentu

SFIBA MAIASSARe: s

membuat barang tersebut langka di pasar sehingga barang tersebut menjadi
mahal harganya. Hukum melakukan penimbunan tersebut dilarang karena
akan menimbulkan kerusakan di pasar.Untuk menghindari terjadinya Ihtikar,
salah satu cara yang harus ditempuh adalah dengan mecegah praktik

monopoli, dan peran pemerintah sangat penting dalam mencegah tindakan

64
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tersebut yaitu dengan memberikan kebijakan berupa aturan dan sanski
terhadap siapa saja yang melakukan perbuatan menimbun bahan subsidi
(Ihtikar) tersebut.
B. Implikasi Penelitian
Sebagai suatu tulisan yang memberikan pemaparan tentang hukum
menimbun bahan bakar subsidi (Ihtikar) yang ditinjau dari perspektif hukum
Islam dan hukum negara menurut Undang-undang, diharapkan penelitian ini

E{gnsi sekaligus petunjuk praktis bagi

ﬁslam secara khusus.

STIBA MAKASSAR
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